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PERATURAN DAERAH
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TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKI L
KEPALA DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA TI MUR

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TI MUR,

bahwa dengan di t et apkannya Per at ur an
Pemerintah Nonor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wkil
Kepala Daerah dan dalam rangka nendukung
kel ancaran Penyel enggaraan C onom Daer ah,
maka perlu nengatur Kedudukan Keuangan Kepal a
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Ti nur;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, naka
perlu nenetapkan Peraturan Daerah Propins
Nusa Tenggara Tinmur tentang Kedudukan Keuangan
Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah Propins
Nusa Tenggara Ti nur;

Undang- undang Nonmor 64 Tahun 1958 tentang
Penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara  Barat dan Nusa Tenggara Tinur
(Lenbaran Negara Tahun 1958 Nonmor 115,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1649);

Undang-undang Nonmor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Pernusyawarat an
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah (Lenbaran Negara
Tahun 1999 Nonor 24, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonmor 3811);

Undang-undang Nonmor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara R1 Tahun
1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara R
Nonor 3839) ;

Undang-undang Nonmor 25 Tahun 1999 tentang
Peri nbangan Keuangan Antara Penerintah Pusat
dan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
72, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3848);

Undang-undang Nonmor 8 Tahun 1974 tentang
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10.

11.

12.

13.

Pokok- pokok Kepegawai an (Lenbaran Negara Tahun
1974 Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-
undang Nonor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor
169, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3890);

Peraturan Penerintah Nonmor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Penerintah dan Kewenangan
Pr opi nsi sebagai Daerah QG onom (Lenbaran
Negara Tahun 2000 Nonor 54, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3952);

Peraturan Penerintah Nonor 59 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah
Nonor 8 Tahun 1980 t ent ang Hak
Keuangan/ Adm ni strati f Kepal a Daer ah/ ki
Kepal a Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan
Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya
(Lenbar an Negara Tahun 2000 Nonor 121);

Peraturan Penerintah Nonor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perinbangan (Lenbaran Negara
Tahun 2000 Nonor 201, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 4021);

Peraturan Penerintah Nonmor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungj anaban
Keuangan Daerah (Lenbaran Negara Tahun 2000
Nonmor 202, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4022) ;

Peraturan Penerintah Nonmor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepal a Daerah dan
Waki| Kepala Daerah (Lenbaran Negara Tahun
2000 Nonor 210, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
4028) ;

Keputusan Presiden Nonor 168 Tahun 2000
tentang Tunj angan Jabatan Bagi Pejabat Negara
Tertent u;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan O onom
Daerah Nonor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Miatan Produk- produk
Hukum Daer ah

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Ti nur
Nonor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan
Peraturan Daerah dan Keputusan  Qubernur
(Lenbaran Daerah Tahun 2000 Nonor 264 Seri D
Nonor 264) .

Dengan Per set uj uan
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DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
PRCPI NSI' NUSA TENGGARA Tl MUR,

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN DAERAH PRCPINSI  NUSA TENGGARA TI MR

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKI L
KEPALA DAERAH PRCPI NSI NUSA TENGGARA TI MUR

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Per at uran Daerah ini yang di maksud dengan :

1.
2.

Daerah adal ah Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

Penmerintah Daerah adalah Penerintah Propinsi Nusa Tenggara
Ti nur .

Kepal a Daer ah adal ah Qubernur Nusa Tenggara Ti nur.
Waki | Kepal a Daerah adal ah Wakil QGubernur Nusa Tenggara Ti nur.

Bi aya Penunjang Operasional adalah Biaya untuk nendukung
Pel aksanaan tugas Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daer ah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
di si ngkat APBD adal ah Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daer ah
Propi nsi Nusa Tenggara Ti nur.

BAB | |
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKI L KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepal a Daerah dan Wakil| Kepal a Daerah adal ah Pej abat Negar a.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan
di angkat yang berasal dari Pegawai Negeri, dibebaskan dari
Jabat an organi knya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Negeri .

Sel ama nenjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
sebagai nana di maksud dal am ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri
yang bersangkutan dapat dinai kkan pangkatnya sesuai dengan
ket ent uan Perat uran Perundang-undangan yang ber| aku.

Kepal a Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari
Pegawai Negeri sebagai mana di maksud dal am ayat (1) pasal ini,
yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikenbalikan
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kepada i nstansi asal nya.

BAB | I
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKI L KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1) Kepada Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Giji,
yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunj angan
| ai nnya.

(2) Besarnya Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan | ai nnya
sebagai rana di naksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berl aku
bagi Pejabat Negar a.

(3)Selain Gaji Pokok sebagai mana di maksud dal am ayat (2) pasal ini
kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan
Tunj angan Keluarga dan Tunjangan Beras, sesuai ketentuan
per at ur an perundang- undangan yang ber| aku.

Pasal 5

Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan nenerinma
penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negar a.

Pasal 6

(1) Kepal a Daerah dan Wkil Kepala Daerah nasing-nasing di sedi akan
sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan Dbiaya
penel i har aannya.

(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari
| abat annya, wajib nenyerahkan rumah jabatannya, dan barang-
barang perl engkapannya secara |engkap dan dal am keadaan bai k
kepada Penerintah Daerah tanpa suatu kewaji ban dari Penerintah
Daer ah.

Pasal 7

(1)Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nasing-nasing
di sedi akan 1 (satu) unit kendaraan j abat an.

(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari
j abat annya waji b nenyerahkan kendaraan jabatan dal am keadaan
bai k kepada Penerintah Daer ah.

Pasal 8

Unt uk pel aksanaan tugas-tugas Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daer ah

di sedi akan :

a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk nenbi ayai kegiatan rumah
tangga Kepal a Daerah dan Waki| Kepal a Daer ah;
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